
87 
 

DAFT AR PUSTAKA 
Buku 

Ahmad Redi, 2015, Hukum sumber daya alam dalam sektor kehutanan,  
Jakarta : sinar grafika. 

Adrian Sutedi, 2008, Hukum Pajak Retribusi Dalam Sektor Pelayanan Publik, 
Kurnia, Bogor 

A.M Yunus Wahid, 2018, Pengantar Hukum Lingkungan, Prenadamedia 
Group, Jakarta. 

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke 
Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 

Aminuddin Ilmar, 2013. Hukum Tata Pemerintahan, Cetakan I, Identitas 
Universitas Hasanuddin, Makassar. 

Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2011 

Bambang Eko Supriyadi, 2014 Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum 
Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara (Jakarta: 
RajaGrafindo Persada. 

Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika; 
Jakarta. 

Fajlurrahman Jurdi, 2016, Teori Negara Hukum, Setara Pers, Malang. 

H.Afifuddin, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:CV. Pustaka 
Setia. 

HR, Ridwan, 2013,Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press. Jakarta. 

Ishaq, H. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta 
Disertasi. Alfabeta: Bandung. 

Imam Koeswahyono, 2012, Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan 
Ruang di Indonesia (Problematika Antara Teks dan Konteks), Ctk. 
Pertama, UB Press 

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2012, Hukum Administrasi Negara dan 
Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung 

Musfiqon. 2002. Panduan lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan. Prestasi 
Publik Publish. 



88 
 

Philipus M. Hadjon, R.Sri Soemantri Martosoeignji, 2015, Pengantar Hukum 
Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 

Salim H.S, 2006, Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Sinar Grafika, 
Jakarta. 

Susilo Riyadi, Susi Anisyah, 2002, Kamus Populer Ilmiah Lengka, Sinar 
Terang, Surabaya 

Supriadi, 2011. Hukum Kehutan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia. 
Jakarta: Sinar Grafika. 

Sjachran Basah, 2003, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum 
Administrasi Negara, Fakultas Hukum Unair, Surabaya. 

Soerjono Soekanto, 2008. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan 
Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.  Syafruddin Alwi, 
2001 Manajemen Sumber Daya Manusia Yogyakarta: Edisi 
pertama, Cetakan pertama, BPFE. 

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998 Aspek Hukum Pengawasan 
Melekat Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Peraturan 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen 
ke-4 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam 
hayati 

Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung 

Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan 
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 



89 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.4 tahun 2014 tentang Bangunan 
Gedung 

Jurnal 

Jerry Shalmont. Aspek Hukum Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 

Muhammad Zulfan Hakim. 2011. Izin sebagai Instrumen Pengawasan dalam 
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik.  Jurnal Hukum Ishlah, 
Fakultas Hukum UMI Makassar, Vol. 29, Mei 2011 

Muhammad Rizky Prayogie. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku 

Pengrusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 

565/Pid.Sus/2019/PN.Rhl)”. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-

Hikmah. Universitas Islam Sumatera Utara. Vol. 1 No. 1 September 

2020. 

Rifqy Maulana dan Jamhir. Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan, 
Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan 
Pranata Sosial. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 

Theodorus Alryano Deotama. 2016.Landasan Konseptual Perencanaan dan 
Perancangan Museum Situs Gunung Gamping Eosen sebagai 
Revitalisasi Kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam 
Gunung Gamping, Jurnal Justicia AMBARKETAWANG, SLEMAN  

  


